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BAHAN PEMERIKSAAN

Kejati Teliti Berkas Kasus BBM Seluma

BENGKULU, BE - Penyidik
Pidana Khusus (Pidsus) Ke-
jaksaanTinggi (Kejati) Beng-
kulu, meneliti berkas perkara
kasus dugaan korupsi peny-
impangan anggaran Bahan
Bakar Minyak (BBM) di Sek-
retariat DPRD Kabupaten
Seluma, 2017. BBM untuk 12
mobil dinas dan perbaikan

suku cadang kendaraan di
DPRD Kabupaten Seluma.

Kasi Penkum Kejati Beng-
kulu Marthyn Luther SH MH
mengatakan, berkas akan
diteliti paling lama 14 hari.
Setelah itu berkas dikem-
balikan ke penyidik Polda
Bengkulu.

"Berkas diteliti terlebih

dulu. Jika penyidik pidsus
sudah menyatakan lengkap
segera kita kirim ke penyidik
Polda," jelas Kasi Penkum.

Ada dua orang tersangka
yang ditetapkan dalam
perkara ini SA sebagai ben-
dahara pengeluaran Sekre-
tariat DPRD Seluma dan FL
sebagai Kasubag Keuangan

PERHATIAN KHUSUS

DPRD Seluma.

Total kerugian negara yang
ditimbulkan dari dugaan
korupsi tersebut Rp 900 juta
dari anggaran Rp 436 jutaun
tuk suku cadang dan belanja
BBM sebesar Rpl,2 miliar.
Kerugian negara tersebut
belum dikembalikan. Dalam
pengusutan perkara ini su

dah puluhan orang saksi
dimintai keterangan sampai
kasus tersebut naik ke penyi-
dikan. Salahsatunya Sekda
Kabupaten Seluma Irihadi
MSi.

Seperti diketahui sebelum-
nya, anggaran biaya perbai
kansukucadangRp 436 juta
dan belanja BBM sebesarRp

1,2 miliar untuk 12 unit mo
bil dinas di lingkungan Sek-
retariat DPRD Seluma, 2017.
Ada dugaan temuan fiktif
dalam penggunaan anggaran
tersebut. Mark Up belanja
BBM pimpinan dan Anggota
DPRD Seluma dan alat per-
lengkapan DPRD Seluma,
saat dilakukan pemeriksaan

auditBPK tidak adakerugian
negara. Hanya saja masih
ada kekurangan administrasi
jenis struk pembelian BBM.
Kemudian, administrasi
dilengkapi oleh sekretariat
dewan. Namun diduga ter-
jadipenyimpangan sehingga
dilakukan penyidikan oleh
Polda Bengkulu. (167)


